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Abstrac

This paper reviews the influence of the Electronic Information and Transactions Law
(ITE) on public relations with the government in Padangsidimpuan City. how is the socio-
political harmonization between the government and the community in Padangsidimpuan
City after the enactment of the Law on Information and Electronic Transactions (ITE).

The methodology used in this research is descriptive and analytical qualitative method,
by describing the effect of the Law on Information and Electronic Transactions (ITE) on
public relations with the government. The primary data sources were obtained directly from
public figures regarding the influence of the Law on Electronic Information and Transactions
(ITE) and from various printed media or internet media that voiced the influence of the Law
on Electronic Information and Transactions (ITE) on public relations with the government.
Meanwhile, secondary data were obtained from the community and experts, which were then
analyzed and concluded.

The finding, that the presence of the ITE Law does not have a significant influence on
the relationship between the Padangsidimpuan City community and the Padangsidimpuan
City Government, only a small proportion are worried or afraid to comment through social
media with the presence of the ITE Law. Because most of the people of Padangsidimpuan
City feel uncomfortable (do not have the competence) to criticize the government.

Kata Kunci; Pengaruh, ITE, Hubungan, Masyarakat, dan Pemerintah.

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman merupakan proses dari kelanjutan era yang senantiasa tanggap
terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat, dengan adanya globalisasi informasi,
mengharuskan adanya perubahan terhadap suatu kebijakan yang efektif kepada masyarakat
pada umumnya.! Kehidupan masyarakat pun, yang semula penuh dengan kesederhanaan kini
berubah menjadi kehidupan yang modern yaitu zaman yang semakin canggih, segala sesuatu

diselesaikan dengan praktis.

Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) .....oleh Khoiruddin Manahan Siregar| 217


mailto:khoiruddinmanahansiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

D

Jurnal Al-Magasid

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu sangat bermanfaat dalam
kehidupan insan manusia untuk mempermudah semua aspek kehidupan, dulu memerlukan
waktu yang cukup lama dalam menyampaikan, kini dengan teknologi segalanya menjadi
sangat cepat dan seakan tanpa jarak.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat ini, mengubah pepatah yang menyatakan bahwa
dunia tidak selebar daun kelor menjadi dunia seakan selebar daun kelor disebabkan begitu
cepatnya akses informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengetahui peristiwa yang
sedang terjadi di daerah lain atau bahkan di negara lain, misalnya Amerika Serikat walaupun
kita berada di Indonesia.

Teknologi terus berkembang dan semakin canggih, kehadiran gadget menjadi sarana
komunikasi dan pencarian informasi. Perkembangan teknologi memberikan dampak negatif
atau positif ke masyarakat, teknologi dipandang positif ketika membawa manfaat besar dan
membantu aktivitas manusia, namun teknologi juga dapat dipandang negatif jika memberi
dampak buruk ke masyarakat, contohnya perubahan nilai yang mengarah ke hal negative,
salah satunya kemerosotan moral dikalangan remaja-remaja yang menghabiskan waktunya
sendirian di depan computer sehingga kurang pergaulan sehingga semangat gotong-royong
memudar.

Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat berkembangnya pula globalisasi
nasional Indonesia, teknologi tidak hanya merubah pola hidup masyarakat Indonesia tetapi
juga melahirkan perubahan kebijakan dari pemerintah terhadap masyarakat yang tidak
semerta-merta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah.?

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektornik
(ITE) digunakan dan dimanfaatkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan
dan kesatuan Indonesia, secara aman dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial
budaya masyarakat Indonesia.®

Media sosial internet memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga
seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses media sosial internet untuk mengekspresikan
diri, salah satunya dengan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap pemerintah. Setiap orang
memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat 2
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur mengenai

penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah
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satunya bagi individu yang menggunakan media teknologi infomasi. Di satu sisi, Undang-
Undang ini menawarkan perlindungan terhadap masyarakat dan pemerintah, namun di sisi
lain oleh sebagaian orang bahwa undang-undang ini menjadi ancaman bagi pengguna
internet seakan-akan menjadi pembatas akan kebebasan berpendapat.

Sudah banyak masyarakat yang telah dipidana, karena dianggap telah mencemarkan
nama baik. Salah satunya, kasus yang menimpa seorang penulis kolom berita surat kabar
bernama Bersihar Lubis. Kasus tersebut bermula dari tulisannya yang dipublikasi dalam
harian Koran Tempo pada 17 Maret 2007 yang berjudul “Kisah Interogator yang Dungu”,
dimana dalam tulisan tersebut Bersihar melakukan kritik terhadap pelarangan buku sejarah
oleh Kejaksaan Agung. Tulisan Bersihar tersebut mengakibatkan staff Kejaksaan Negeri
Depok merasa tersinggung. Bersihar dituntut ke pengadilan karena tulisannya yang berisikan
kritikan tersebut dianggap menghina Kejaksaan Agung yang mengakibatkan Bersihar
terancam hukuman delapan bulan penjara. Membuat masyarakat merasa was-was dalam
melakukan kritik terhadap pemerintah, bahkan sebagian masyarakat memutuskan untuk tidak
beropini melalui kritik terhadap pemerintah (Rahmawati dkk, 2021 : him. 63-64).

Indonesia adalah negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya
jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sebuah negara dianggap benar-benar
demokratis harus memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat
media. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebelum direvisi
maupun setelah direvisi seringkali menimbulkan kontroversi. Beranjak dari sini, penulis
berkeinginan memuat tulisan ini yang berjudul Pengaruh Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintah di Kota
Padangsidimpuan.

B. Pandangan Masyarakat Kota Padangsidimpuan Terhadap Undang-Undang ITE
Teknologi informasi sudah merupakan bagian dari kebutuhan manusia, dapat
meningkatkan produktivitas serta efisiensi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta memajukan peradaban manusia. Namun di sisi lain, teknologi
informasi bisa saja disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab
melawan hukum sehingga memunculkan cyber law atau kejahatan- kejahatan baru berbasis

elektronik.*
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Undang-Undang ITE diharapkan mampu menjawab atas kemunculan kejahatan-
kejahatan baru berbasis elektronik tersebut, namun disisi lain ternyata undang-undang ini
membuka jurang pemisah antar masyarakat dengan pemrerintah sehingga menimbulkan pro
dan kontra di masyarakat. Pihak yang kontra, menilai Undang-Undang ITE bertentangan
dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) karena dianggap telah membatasi hak kebebasan
berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Menurut
mereka, bahwa negara telah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan
pendapat.

Pro dan kontra terhadap pemberlakuan Undang-Undang ITE di masyarakat, penulis
mencoba melihat pro dan kontra yang terjadi di masyarakat Kota Padangsiidmpuan. Di sini
penulis telah melakukan observasi sekaligus mewawancarai beberapa masyarakat Kota
Padangsidimpuan. Penulis telah mewawancarai sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua)
orang responden yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan di Kota Padangsidimpuan vyaitu;
Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua,
Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara, dan Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Selain responden dari masyarakat, penulis juga telah mewawancarai sebanyak 20 orang
pejabat Pemerintahan yaitu pihak Pemerintahan Desa Rimba Soping, Desa Joring Lombang,
Desa Aek Tuhul, pihak Kelurahan Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Julu, Kelurahan
Hutaimabru, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kelurahan Lubuk Raya, Kelurahan Aek
Tampang, Kelurahan Padangmatinggi, Kelurahan Ujung Padang, Kelurahan Sihitang,
Kelurahan Pijorkoling, Desa Labuhan Rasoki, Kelurahan Wek IV, Kelurahan Losung Batu,
pihak Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, dan
Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.

Dari 862 (delapan ratus enam puluh dua) orang responden masyarakat Kota
Padangsidimpuan yang telah diwawancarai tersebut, sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh
tujuh) orang dari responden mengatakan setuju atas penerapan Undang-Undang ITE
sementara 495 (empat ratus sembilan puluh lima) orang responden lainnya mengatakan tidak
setuju atas penerapan Undang-Undang ITE. Dengan kata lain, apabila dipersentasikan

mengenai respon masyarakat terhadap penerapan Undang-Undang ITE sebagai berikut :
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RESPON MASYARAKAT TERHADAP
PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE

57.5%

500

Tidak Setuju

Dari data di atas, menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang ITE di kalangan
masyarkat Kota Padangsidimpuan, sebanyak 42.5 % responden dari masyarakat Kota
Padangsidimpuan yang setuju dengan penerapan Undang-Undang ITE berbeda banyak
dengan yang tidak setuju yaitu sebanyak 57.5 % responden dari masyarakat Kota
Padangsidimpuan yang tidak setuju terhadap penerapan Undang-Undang ITE. Sedangkan
dari responden dari pejabat pemerintahan, sebanyak 20 orang yang mana kesemua (100 %)
responden yang peneliti wawancarai setuju terhadap penerapan Undang-Undang ITE.
apabila dipersentasikan mengenai respon pemerintah terhadap penerapan Undang-Undang
ITE sebagai berikut :

RESPON MASYARAKAT TERHADAP
PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE

20

10

Setuju

Tidak Setuju

Gagasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
TransaksiElektronik tentunya menjadi salah satu opsi dalam mewujudkan sistem hukum yang
tepat dalam prinsip negara hukum. Hal inilah yang seyogiyanya diciptakan dalam prinsip
setiap peraturan perundang-undangan. Namun yang harus dipedomani jika peraturan

perundang- undnagan sudah sah, maka penolakan masyarakat tentunya tidak perlu ada.
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Peraturan perundang-undangan harus dipatuhi setiap lapisan masyarakat dalam upayanya
menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Opsi jika tidak ada kesepakatan adalah melalui
jalur konstitusional.

Berangkat dari sini, maka pelu untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat atas
pemahaman yang menyeluruh agar undang-undang tersebut dapat diterima oleh masyarakat.
Pelaksanaan undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, agar berjalan dengan baik di masyarakat membutuhkan
pemahaman di masyarakat, yang menjadi bahan evaluasi ketika suatu peraturan harus
meghindari delapan penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan.® yaitu sebagai
berikut :

a. Laws should be general. Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan
keputusan sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman. Aturan-aturan
ini menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas
suatudasar ad hoc dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-
aturanyangumum;

b. They should be promulgated, that citizens might know the standards to which they
arebeingheld. Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh
dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi). Persyaratan bahwa hukum
harus dipromulgasi (dipublikasikan) karena orang tidak akan mematuhi hokum yang
tidak diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum (norm adressaat).

c. Retroactiverule makingand application shouldbeminimized. Aturan-aturan harus
dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan di masa mendatang sehingga hokum
diminimalisasi berlaku surut;

d. Laws should beunder standable. Hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh
rakyat;

e. Free of contradiction. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain baik
secara vertical maupun horizontal;

f. Laws should not require conduct beyond the abilities of those effected. Aturan-aturan
tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan pihak-pihak
yang terkena akibat hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang
tidak mungkin dilakukan;

g. They shouldremainrelativelyconstantthroughtime. Hukum tidak boleh diubah

sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas;
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h. Theyshouldbeacongruencebetweenthelawsasannouncedandtheiractualadministration.
Hukum harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan
dengan pelaksanaan kenyataannya.®
Pemahaman masyarakat Kota Padangsiidmpuan dalam mempertimbangkan sebuah

dialektika peraturan seyogiyanya menjadi salah satu materi pertimbagan di masa mendatang
terkait peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Hal ini menjadi penting dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana
jawaban quesioner sebagai berikut :

Rekapitulasi Hasil Jawaban Quesioner

No Pertanyaan Ya | Tidak
1 | ApakahandapahamtindakpidanaUUITE 296 586
2 | Apakahandapernahmendengarkanistilah 882 0

TindakpidanaUU ITE
3 | Apakahandasetujudenganpenerapan UU ITE? 387 495

4 | Apakah pernah mengkritik pemerintah di media| 0 882
sosial?
5 | Menurutanda, apakahdenganterbitnya UU ITE 264 618
inidapatmempengaruhihubunganmasyarakatden
ganpemerintah di Kota Padangsidimpuan?

Dengan mempertimbangkan hasil questioner di atas Nampak terlihat bahwa
pemahaman yang baik pada masyarakat Kota Padangsidimpuan dengan dominan menjawab
paham atas Undang-Undang ITE sehingga menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE cukup
akurat dalam sosialisasinya kepada masyarakat.

Idealnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi danTransaksi
Elektronik iniperlu disosialisasikan secara terus menerus seperti Pencegahan tindakan
cyberbullying.” Pencegahan tindakan cyberbullying dapat dilakukan dengan kegiatan
sosialisasi tentang penyuluhan bahaya dampak Bullying dan bagaimana pencegahannya.’®
Terlebih lagi peran orang tua yang sangat membantu pencegahan perilaku bullying sejak usia
dini sebab tindakan ini termasuk dalam kategori tindak pidana Undang-Undang ITE.

Dalam memaknai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasidan
Transaksi Elektroniksering sekali masyarakat berbeda dalam memaknai Undang-Undang ITE
ini sehingga menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan di masyarakat dalam menggunakan
media elektronik. Pada sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dimana wujud dalam
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikini bukan
hanya sebagai bentuk identitas doktrin nilai dalam peraturan yang hanya menekankan spek
formalitas, akan tetapi aspek subtansi. Hal ini yang tergambarkan oleh S. Putra dimana
Pengaturan e-Commerce dalam Undang-Undang ITE telah memberikan kepastian dan
kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik
dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara dan konsumen
dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.’

Undang-Undang ITE diterjemahkan sebagai aturan yang dibuat oleh negara dengan
pemanfaatan teknologi informasi yang berperan penting dalam mengatur perdagangan dan
pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
pemerintah dengan mengembangkan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan
pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi tersebut berjalan dengan aman
serta untuk mencegah penyalahgunaannya, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial,
budaya masyarakat.'°

Teknologi informasi mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak,
seperti kejahatan dalam dunia telematika (cybercrime), pelanggaran Hak atas Kekayaan
Intelektual di cyberspace dan lain-lain serta lemahnya aturan tentang jaminan keamanan dan
kerahasiaan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi.'* Namun terlepas dari sisi
negatif tersebut, dalam Undang-Undang ITE mampu menjadi instrument dalam hal
menghilangkan ujaran kebencian merupakan salah satu faktor penentu segala macam tindak
pidana kebencian yang terjadi di Indonesia, tindak pidana kebencian yang dilatar belakangi
oleh isu suku, agama, ras dan antargolongan tidak terlepas dari peran ujaran-ujaran kebencian
yang dilontarkan kepada pribadi atau kelompok masyarakat tertentu.*?

Berdasarkan hal tersebut, maka implikasi hasil penelitian ini sangatlah menarik, dalam
rangka melihat dari sisi positif dan negatif dari Undang-Undang ITE sebagai produk hukum,
akan tetapi sisi positifnya dengan mempertimbangkan kondisi dimana pemanfaatan digital
menjadi salah stau intrument kemajuan namun juga berpotensi menjadi masalah jika
digunakan secara tidak tepat. Disinilah peran penting negara, dalam memanfaatakan Undang-
Undang ITE sebagai pengendali.®®
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C.Pengaruh Undang-Undang ITE Terhadap Harmonisasi Masyarakat Kota
Padangsidimpuan dengan Pemerintah

Mengenai pengaruh Undang-Undang ITE terhadap harmonisasi sosial politik antara
pemerintah dengan masyarakat di Kota Padangsidimpuan terlihat memiliki pengaruh. Dari
hasil wawancara dan sebarang angket peneliti, bahwa dari 862 (delapan ratus enam puluh
dua) orang responden masyarakat Kota Padangsidimpuan yang telah diwawancarai peneliti,
sebanyak44 (empat puluh empat) orang responden yang menyatakan, “Undang-Undang ITE
membuat masyarakat takut berkomentar terhadap pemerintahan, sebanyak 82 (delapan puluh
dua) orang responden yang menyatakan “Undang-Undang ITE membuat batasan terhadap
masyarakat dalam menyalurkan aspirasi”, sebanyak 18 (delapan belas) orang responden
menyatakan “Undang-Undang ITE membatasi karya seni masyarakat”, sebanyak 120 (seratus
dua puluh) orang responden menyatakan “Undang-Undang ITE membuat masyarakat merasa
selalu terawasi”, dan sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) orang responden
yang menyatakan “Undang-Undang ITE menjaga keamanan dan kenyaman masyarakat dan
pemerintah dari berita adu domba”. Sedang dari kalangan pejabat pemerintahan, sebanyak 17
(tujuh belas) orang responden yang menyatakan “Undang-Undang ITE menjadi perekat
masyarakat dengan pemerintah yang terpisah karena berita hoax™ dan sebanyak 3 (tiga) orang
responden yang berpendapat bahwa “Undang-Undang ITE menciptakan keamanan buat
masyarakat dan pemerintah dari kejahatan ciber crime (kejahatan dunia maya). Dari uraian di
atas dapat disimpulkan bahwa banyak perspektif masyarakat dan pejabat pemerintahan
terhadap pengaruh Undang-Undang ITE terhadap hubungan antara masyarakat dan

pemerintah di Kota Padangsidimpuan, yang dapat dikelasifikasikan sebagai berikut :

PENGARUH UNDANG-UNDANG ITE
TERHADAP HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

29.9 %

264 Orang

M Jadi Pemisah

Tidak Jadi Pemisah

618 Orang
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Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Undang-Undang ITE terhadap
hubungan masyarakat dengan pemerintah di Kota Padangsidimpuan tidak memiliki pengaruh
yang siknifikan apalagi sampai membuat masyarakat terpisah dari pemerintah. Sekalipun
banyak perspektif yang seakan-akan Undang-Undang ITE menjadi pemisah atau membuat
hubungan masyarakat dengan pemerintah kurang armonis. Hal ini dapat dilihat dari

pandangan masyarakat sebagai berikut :

X/
°e

Undang-Undang ITE membuat masyarakat takut berkomentar terhadap pemerintahan;

>

R/
*

Undang-Undang ITE membuat batasan terhadap masyarakat dalam menyalurkan

D)

aspirasi;
% Undang-Undang ITE membatasi karya seni masyarakat”;
% Undang-Undang ITE membuat masyarakat merasa selalu terawasi;

Amanat Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, apakah dikarenakan tidak dipahami secara subjektif baik oleh masyarakat
maupun penegak hukum sehingga banyak terjadi polemik dalam penerapan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Teknologi informasi
saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan
kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan
melawan hukum,** sebagaimana digambarkan begitu banyaknya kasus yang terjadi sebagai
berikut :*°

Kasus pelanggaran UU-ITE
berdasarkan status pekerjaan
dan sistem elektronik yang digunakan

Jenis pelanggaran berdasarkan status pekerjaan

Pencemaran nama baik @» Menyebarkan kebencian Pencemaran nama baik dan Lainn
ara Lot HEDITICH -menyebarkan kebencian 2 L]

&8 7.

10 20 30 a0 &0 70 80 20 100

50
Jumilah kasus

Sistem elektronik yang digunakan

@ Facebook Media online, @ Twitter Lainnya
(Pemberitaan) Termasuk BBM, Path, Whatsapp. Youtube
blog, e-mail, SMS, petisi online, dan lainnya

. -

10 20 30 a0 50 &0 70 80 20 100

imah tangga, pemuka agama ~ _
f/karyawan/buruh, sopir, musisi, satpam Elokadata
) Olet

» Beritagar.id
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Kondisi di atas, terjadi dikarenakan belum mengetahui Undang-Undang ITE sebagai
payung hukum dalam hubungan dunia maya masih banyak dari khalayak sasaran yang
belum membaca dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
ITE. Tidak heran apabila mereka tidak mengetahui tentang tujuan Undang-Undang ITE,
perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE dan sanksi yang berkenaan dengan
pelanggaran Undang-Undang ITE dan hal- hal yang berkenaan dengan Undang-Undang
ITE.

D. Hubungan Masyarakat Kota Padangsidimpuan Dengan Pemerintah Pra dan Setelah
Pemberlakuan Undang-Undang ITE

Kedudukan masyarakat di dalam pemerintahan adalah merupakan suatu power yang
sangat trategis terutama para tokoh. Sebab seyogianya dalam sebuah pemerintahan rakyatlah
yang mempunyai kekuasaan tertinggi, untuk menetapkan segala sesuatunya, dan suara
rakyat merupakan hakim tertinggi dan terakhir di dalam mengambil keputusan. Tidak ada
prioritas istimewa yang dipersembahkan kepada suatu golongan tertentu, apabila rakyat
tidak menyetujuinya.

Menurut imam al-Ghazali, bahwa sebuah negara adalah negara kerakyatan, dimana
kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dan seluruh politik negara dan pekerjaan
pemerintah diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa. Untuk menjaga dan mengembangkan
negara serta mewujudkan keadilan, bukanlah hanya menjadi tanggungjawab kaum politisi
dan diplomat saja atau pemerintahan, tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh rakyat
terutama kaum intelektual yang memegang obor ilmu pengetahuan dan peradaban.
Sebagaimana pernah dipraktikkan di zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur
Rasyidin. Semua rakyat dari berbagai golongan (kalangan) memberikan sumbangsi untuk
kemajuan bangsa menurut bakat dan kemampuan mereka masing-masing. Dengan kata lain,
pemerintah dalam segala aspek mendapat sokongan (dukungan) penuh dari para ulama dan
para sarjana, sehingga negara Islam pada saat itu mencapai kemenangan yang gilang
gemilang.

Sebaliknya, sungguh sangat memperhatinkan apabila rakyat tidak turut serta dalam
pemerintahan, maka lambat laun bahwa negara tersebut akan terpuruk seperti yang pernah
dialami kerajaan Abbasiyah, yang menurut catatan sejarah bahwa salah satu faktor yang
diindikasikan sebagai penyebab kemundurannya yaitu dikarenakan rakyat tidak mau

bersama dengan pemerintah termasuk para ulama dan kaum intelektual tidak lagi
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memberikan bantuan atau tidak mau berkontribusi lagi untuk pemerintah, mereka
memandang urusan pemerintahan sebagai hal yang tidak boleh didekati sehingga mereka
menjauhkan diri dari semua yang berbaur (berkaitan) dengan pemerintah.

Pentingnya harmonisasi pemerintah denngan masyarakat, maka para pejabat
pemerintahan Islam sering sekali mengundang segenap rakyat, terutama para ulama dan
kaum intelektual supaya bekerjasama dengan sebaik-baiknya untuk menegakkan keadilan
dan merencanakan pembangunan dengan pemerintah. Kerjasama semacam ini sungguh
sangat penting bagi suatu negara untuk pembangunan bangsa. Masyarakat perlu membantu
pembangunan bangsa begitu juga masyarakat dari kaum intelektual harus membantu dalam
membangun bangsa di bidang pengembangunan ilmu pengetahuan, sebab apabila
pemerintah dan masyarakat sudah bekerjasama dengan baik di dalam sebuah negara, maka
negara tersebut akan makmur dan dicintai rakyat. Hubungan yang baik seperti ini, adalah
merupakan cerminan pemerintahan yang baik sebaliknya di dalam suatu pemerintah yang
zalim maka ada ada 2 persoalan yang dihadapi oleh rakyat terutama para ulama dan kaum
intelektual yaitu sebagai berikut :

a. Para ulama dan kaum intelektual tidak diminta pendapat melainkan ditawarkan kepada
mereka jabatan tertentu untuk menundukkan mereka agar memperkuat kedudukan
pemerintah yang zalim tersebut. Maka dalam persoalan penerimaan jabatan tersebut,
dikemukakan para ulama bahwa ada dua pendapat yaitu: Pertama, membolehkan
menerima tawaran tersebut, seperti yang pernah dilakukan oleh sebagian Sahabat Nabi
Muhammad SAW, sepanjang tawaran tersebut tidak untuk memuluskan rencana
pemerintah yang zalim, dan Kedua, melarang tindakan tersebut sebagaimana yang
pernah dilakukan oleh kebanyakan tokoh kaum Muslimin.

b. Para ulama dan kaum intelektual diancam dan dilumpuhkan, terutama para ulama dan
kaum inteletual yang bersemangat memperjuangkan dan menegakkan kebenaran di
hadapan penguasa yang zalim.

Tugas rakyat terutama para ulama dan kaum intelektual di masyarakat sangat strategis,
bagitu juga di pemerintahan bahwa tugas rakyat terutama para ulama dan kaum intelektual
sangat diperhitungkan, karena tugas para ulama memiliki tugas ganda. Tugas ganda seperti
tabligh, tabyin, tahkim dan uswah. Apakah keempat tugas pokok ini ulama lakukan terhadap
perjalanan pemerintahan di Kota Padangsidimpuan. Dalam rangka memenuhi amanah
kenabian, terutama dalam kaitannya dengan peran tabligh ulama berkewajiban untuk

menyampaikan wahyu, baik al-Qur’an maupun al-Hadits kepada umat. Peran ini
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termanifestasikan secara luas dalam berbagai aktifitas dakwah dan tarbiyah. Peran tabyin
menjadikan ulama memiliki otoritas untuk menafsirkan berbagai dogma agama sesuai dengan
semangat Islam dan zaman kemudian mensosialisasikannya pada umat secara proporsional.
Berbagai interpretasi dan karya ilmiah serta pengembangan selanjutnya yang dihasilkan oleh
para ulama, bisa dipahami dalam rangka mengemban amanah kenabian.*®

Disamping itu karena ia menjadi rujukan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi
umat, maka para ulama dengan peran tahkimnya berkewajiban berijtihad dan memberikan
keputusan hukum atau fatwa terhadap persoalan-persoaln yang dihadapi oleh umat, baik
diminta maupun tidak. Dalam mengemban peran tahkim ini, para ulama tidak saja harus
mengkaji berbagai kitab yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, tetapi untuk
dapat menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi oleh umat, para ulama menyelesaikannya
secara kontekstual dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di saat keputusan dikeluarkan.
Para ulama dituntut untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang ada di dalam al-Qur’an untuk
menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dan semakin kompleks, baik di bidang
politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Dalam kesehari seorang ulama, baik dalam
kehidupan individu, keluarga maupun sosial kemasyarakatan, para ulama menjalankan peran
uswah (public figur) bagi umat. Konsekwensi dari peran berat ini menurut Quraish Shihab,
bahwa para ulama harus menjadi pemimpin dalam masyarakat.*’

Para pemimpin memilki beberapa karakter yang berbeda, ada peminpin yang akrab
dengan rakyat dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingannya sehingga
ia selalu bekerja menurut jalan yang benar. Namun, ada pula sebagian pemimpin yang
membuat tembok dengan rakyat, ia lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada
kepentingan masyarakat, bahkan pemimpin zalim sanggup mengorbankan rakyatnya untuk
kesenangan pribadinya. Tipekal pemimpin yang seperti inilah yang disebut pemimpin yang
zalim. Terhadap tipikal yang semacam ini akan mencelakakan rakyat dan orang-orang yang
mengikutinya, ia klak akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat.

Berbeda dengan pemimpin yang merakyat (pemimpin yang dekat dengan rakyat) yang
tetap konsekuen pada tugasnya sebagai pemegang amanah Allah SWT menegakan kebenaran
dan memperjuangkan kepntingan rakyat sehingga semua kebijakan yang dikeluarkannya
hanya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, maka sungguh bahagialah masyarakat yang
dipimpin oleh sosok pemeimpin seperti ini.

Peningkatan pembangunan sebuah negara, baik untuk perbaikan pelayanan publik yang

lebih baik atau pun untuk meningkatkan aspek yang lainnya, termasuk negara tercinta
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Indonesia, maka pemerintah Indonesia memerlukan peran partisipasi aktif dari masyarakat
untuk menyampaikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. Dengan adanya masukan dan
kritikan dari masyarakat, sehingga pemerintah dapat berbenah diri dalam rangka
meningkatkan kinerjanya, terutama dalam penanganan pandemi saat ini, termasuk
pemerintahan Kota Padangsidimpuan, tentunya sangat membutuhkan masukkan dari
masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Masukkan kritikan dan saran dari rakyat untuk pemerintah ini, sedikit banyak menuai
kendala dikarenakan adanya beberapa regulasi yang dianggap oleh sebagian masyarakat
membatasi mereka dalam menyampaikan pendapatnya, terutama Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Didalam undang-undang tersebut, terdapat
pasal-pasal yang dianggap oleh sebagian masyarakat dapat mengancam masyarakat ketika
memberi kritikan kepada pemerintah.®

Adapun yang pasal-pasal yang paling berpotensi, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang asusila,
pasal 27 ayat 3 tentan pencemaran, dan pasal 28 ayat 2 tantang ujaran kebencian. Pasal 27
ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau
mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sedangkan Pasal 27
ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
menegaskan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”. Dan Pasal
28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik menjelaskan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /
atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan
(SARA)”. Pasal-pasal tersebut dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan masukan
dan kritikan kepada pemerintah. Undang-Undang ITE ini dianggap beberapa pihak sering
digunakan untuk menjerat pihak yang telah mengkritik pemerintah. Maka untuk mendapatkan
masukkan dari masyarakat buat pemerintah, nampaknya pemerintah harus memperhatikan
pasal-pasal tersebut agar masyarakat merasa mendapatkan jaminan atau perlindungan dari

pemerintah terbebas dari sanksi pidana ketika memberikan masukan dan kritikan kepada
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pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang demokrasi.

Hubungan masyarakat Kota Padangsidimpuan dengan Pemerintahan Kota
Padangsidimpuan (Pemkot Padangsidimpuan) tidak menunjukkan adanya pengaruh yang
sangat siknifikan, dengan kata lain. Bahwa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-
Undang ITE masyarakat Kota Padangsidimpuan dengan Pemerintahan Kota Padangsidimpuan
tetap terjalin baik. Dimana Pemerintah Kota Padangsiidmpuan dalam membangun Kota
Padangsidimpuan sangat mengharapkan bantuan dan kerjasama masyarakat Kota
Padangsidimpuan dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Bentuk Kkerjasama dan
hubungan ini dapat terlihat pada wabsite Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang
menyediakan menu lapor buat masyarakat Kota Padangsidimpuan terhadap tindakan atau
kebijakan yang tidak pas untuk ditindak lanjuti Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Bahkan
dalam fitur tersebut merahasiakan identitas para pelapor sehingga tidak diketahui publik

sebagaimana tergambarkan dalam gambar berikut ini :

& C {Y & web.padangsidimpuankota.go.id B2 % B & @DJEC‘E\) H

3 Apl Daftar bacaan

BERANDA PEMERINTAHAN ~ PROFILE ~ OPD KONTAK ~ DANA DESA ~ DOKUMENTASI ~ Q

‘Wakil Wali Kota Padangsidimipuan
Arwin Siregar Hadiri...

Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Tiba Di Aceh
PROKOPIM LINK TERKAIT

FKU
g ] LAPOR!

PUAN, 24 NOVEMBER 2021

LAYANAN ASPIRAS! DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

Bhkpn  e-Ann@uncement

FOLLOW US

e
=
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Dari wab site di atas, terlihat maenu lapor yang merupakan tempat masyarakat
mengadukan terkait persolan-persolan yang dapat menimbulkan ketidak adilan di masyarakat.
Bahkan, di pojok bawah wab site Pemerintah Kota Padangsidimpuan tidak mencantumkan
identitas para pelapor, hal ini mungkin dirahasiakan untuk keamanan pihak pelapor. Meskipun
demikian, pada saat melaporkan sebuah pristiwa pelapor harus terlebih dahulu mengisis

identitas lengakap guna mendapatkan laporan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun tampilan menunya sebagai berikut :

TENTANG LAPOR! STATISTIK MASUK DAFTAR
@ LAPOR! _

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

Sampaikan Laporan Anda

pilih Klasifikasi Laporan

{ (O PENGADUAN ‘ QO AsPIRASI | OPERMIN'IAAN\NFORMAS\}

Cara P d Yang Baik dan Benar | ?

4

Ketik Lokasi Kejadian *

Ketik Instansi Tujuan -

-

@ upload Lampiran Anonim Raha5|a
© - - - -

Tulis Laporan Proses Verifikasi Proses Tindak Lanjut Beri Tanggapan

Anda dapat men

kel

l PELAJARI LEBIH LANJUT

JUMLAH LAPORAN SEKARANG

684,850
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Apabila diperhatikan lebih jauh, bahwa menu lapor ini tidak hanya bertujuan untuk
mendapatkan masukkan langsung dari masyarakat terhadap pemerintah dalam membangun
Kota Padangsidimpuan. Namun, menu ini juga menjadi wadah komunikasi dan silaturrahmi
masyarakat Kota Padangsiidmpuan dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam membenabhi
diri menuju kota yang maju. Bahkan, dalam menu tersebut telah dipublikasikan terkait
pelaporan yang masuk sebanyak 684.850 (enam ratus ribu delapan puluh empat ribu delapan
ratus lima puluh rupiah) laporan. Hal ini secara tidak menunjukan bahwa pemberlakuan
Undang-Undang ITE tidak begitu mempengaruhi keinginan masyarakat dalam memberikan
kritikan kepada pemerintah, dikarenakan 684.850 (enam ratus ribu delapan puluh empat ribu

delapan ratus lima puluh rupiah) ini cukup tinggi.

E. Analisis Pengaruh Undang-Undang ITE Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan
Pemerintah di Kota Padangsidimpuan

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin pesat
serta tebukti sudah memberikan kemanfaatan bagi para penggunanya. Setiap individu dapat
mengakses infomasi hanya dengan ponsel atau alat komunikasi lain yang terkoneksi dengan
internet. Masyarakat yang berasal dari berbagai usia dan berbagai golongan dapat dengan
mudah mengakses internet sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi tanpa batasan
waktu,salah satu medianya ialah melalui media sosial.

Dilihat dari satu sisi, adanya media sosial dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan
masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses media sosial untuk
mengekspresikan diri, salah satunya dengan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap
pemerintah. Tiap individu memiliki kebebasan untuk berpendapat, dimana itu merupakan hak
asasi yang melekat pada setiap manusia yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya dasar
hukum mengenai kebebasan berpendapat tersebut, masyarakat beranggapan untuk bebas
mengeluarkan pikiran dan gagasannya, salah satunya dengan melakukan kritik terhadap
pemerintah. Akan tetapi, dalam prakteknya, banyak timbul permasalahan terkait dengan
penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial tersebut.*®

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap tindakan warga negaranya diatur
secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan pengaturan
mengenai etika penyampaian kritik melalui media sosial. Instrumen hukum yang mengatur

dalam bidang teknologi informasi, terutama berkaitan dengan etika dalam penyampaian kritik
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yaitu diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penegakan hukum
terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi individu
yang menggunakan media teknologi infomasi seperti media sosial sebagai media
penyampaian kritik terhadap pemerintah. Ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut antara
lain, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE.

Sosial media dalam hal ini secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada
masyarakat untuk bebas berpendapat, namun di sisi lain juga menjadi ancaman bagi pengguna
karena terdapat aturan dalam Undang-Undang ITE yang dianggap mengintai serta membatasi
kebebasan berpendapat tersebut.

Tidak sedikit orang yang telah dipidana karena dianggap telah mencemarkan nama baik
dan diancam dengan Undang-Undang ITE, salah satunya kasus yang menimpa Seorang
penulis kolom berita surat kabar bernama Bersihar Lubis. Kasus tersebut bermula dari
tulisannya yang dipublikasikan dalam harian Koran Tempo pada 17 Maret 2007 yang berjudul
“Kisah Interogator yang Dungu”, dimana dalam tulisan tersebut Bersihar melakukan kritik
terhadap pelarangan buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Tulisan Bersihar tersebut
mengakibatkan staff Kejaksaan Negeri Depok merasa tersinggung. Bersihar dituntut ke
pengadilan karena tulisannya yang berisikan kritikan tersebut dianggap menghina Kejaksaan
Agung yang mengakibatkan Bersihar terancam hukuman delapan bulan penjara. Kasus-kasus
yang dianggap berisi pengekangan terhadap kebebasan berpendapat ini menimbulkan
perasaan was-was pada sebagian masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah,
sedangkan sebagian masyarakat lain memutuskan untuk tidak beropini melalui kritik terhadap
pemerintah atas kondisi sosial politik dalam pemerintahan.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan
adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga dalam hal ini pemerintah dan
lembaga yang bersangkutan sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap
kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, apabila telah
memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media. Undang-
Undang ITE sebelum direvisi maupun setelah direvisi, memang seringkali menimbulkan
kontroversi terkait pasal-pasal tertentu. Meskipun demikian, Undang-Undang ITE ini penting

jika melihat jumlah pengguna internet di Indonesia yang cukup besar dan kian masa kian
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meningkat. Untuk meminimalisasi dampak negatif tentu saja perlu adanya batasan untuk
menjamin kenyamanaan dan perlindungan warga penggunanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat dan aparat
pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan 882 (delapan ratus delapan puluh dua)
respondendengan cara membagikan kuesioner kepada masyarakatyang terdiri atas pertanyaan
tentang pengaruh Undang-Undang ITE terhadap hubungan masyarakat dengan pemerintah di
Kota Padangsidimpuan. Hasilnya sebagai berikut:

PENGARUH UNDANG-UNDANG ITE

TERHADAP HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

29.9 %

264 Orang

M Jadi Pemisah

Tidak Jadi Pemisah

618 Orang

Berdasarkan diagram di atas, maka terlihat bahwa kebanyak responden menjawab tidak
memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap hubungan masyarakat dengan pemerintah
di Kota Padangsidimpuan. Berita mengenai pemerintah yang ingin dikritik oleh masyarakat
memang sedang ramai diperbincangkan. Kritik tersebut digunakan pemerintah untuk
meningkatkan kinerja pemerintah dalam rangka memperbaiki pelayanan publik kepada
masyarakat. Masukan dan kritikan masyarakat sangat penting karena merupakan wujud dari
demokrasi suatu negara. Akan tetapi, pernyataan pemerintah tersebut menuai polemic
berbagai kalangan. Namun, berdasakan penelitian ini dari 882 (delapan ratus delapan puluh
dua) responden yang diwawancarai peneliti hampir semuanya menjawab belum pernah
mengkritik pemerintah melalui media sosial.

Dari data di atas, masih banyak masyarakat Kota Padangsidimpuan yang belum pernah
mengkritik pemerintah melalui media sosial. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang
mempengaruhinya. Salah satunya terdapat sanksi pidana jika dalam menyampaikan pendapat
melanggar peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Padahal Undang-Undang ITE ini

merupakan salah satu regulasi yang mengatur tentang kebebasan berpendapat melalui media
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sosisal. Namun menurut sebagian masyarakat Kota Padangsidimpuan menyebabkan
masyarakat merasa takut jika mengkritik pemerintah melalui media sosial yang akan
dikenakan sanksi pidana jika dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Karena sebagian
masyarakat menganggap pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE itu masih multi tafsir
sehingga bisa saja menyebabkan masyarakat terjerat pasal-pasal tersebut sehingga membuat
sebagaian masyarakat Kota Padangsidimpuan menjadi takut jika ingin mengkritik pemerintah
melalui media sosial.

Selain itu, sebagian kecil masyarakat Kota Padangsidimpuan memang beranggapan
bahwa Undang-Undang ITE membatasi masyarakat, termasuk masyarakat Kota
Padangsidimpuan dalam memberikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial,
maskipun sebagian besar masyarakat Kota Padangsidimpuan beranggapan bahwa Undang-
Undang ITE tidak membatasi masyarakat, termasuk masyarakat Kota Padangsidimpuan
dalam memberikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial.

Alasan sebagian masyarakat Kota Padangsidimpuan yang merasa khawatir untuk
mengkritik pemerintah melalui media sosial dikarena merasa terancam oleh Undang-Undang
ITE, maka dari kekhawatiran ini merupakan satu bahan evaluasi pemerintah termasuk
pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam mensosialisasikan Undang-Undang ITE tersebut
kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan, sebab dalam dunia berdemokrasi pemerintah
seyogianya menginginkan dan mendambakan kritikan dari masyarakat yaitu masyarakat-
masyarakat yang aktif dalam memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara peniliti terhadap masyarakat Kota Padangsidimpuan,
maka dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Kota Padangsidimpuan masih
beranggapan bahwa Undang-Undang ITE belum cukup menjadi jaminan atas kebebasan
berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial
termasuk kepada Pemerintahan Kota Padangsidimpuan. Bahkan sebaliknya, Undang-Undang
ITE ini justru menurut sebagian masyarakat Kota Padangsidimpuan merasa takut dan
khawatir dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial.

Sementara, akhir-akhir ini sedang ramai mengenai berita yang memperbincangkan
terkait pemerintah yang ingin dikritik oleh masyarakat. Pemerintah menuntut masyarakat
lebih aktif lagi dalam memberikan kritik kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan
kinerja dan memperbaiki pelayanan public kepada masyarakat. Namun, pernyataan tersebut
menimbulkan polemik berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa regulasi yang

dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritikan, terutama Undang-
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Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ITE ini
membuat masyarakat menjadi khawatir jika ingin memberikan masukan dan kritikan kepada
pemerintah.

Undang-Undang ITE dianggap belum memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat
masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial. Karena di
dalam Undang-Undang ITE tersebut masih terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir
berbagai kalangan. Inilah bagian dari pengaruh Undang-Undang ITE terhadap hubungan
masyarakat dengan Pemerintah di Kota Padangsidimpuan.

Kehadiran Undang-Undang ITE, tidaklah menjadi pemisah masyarakat dengan
Pemerintah Kota Padangsidimpuan, bahkan dengan hadirnya Undang-Undang ITE ini
membuat hubungan masyarakat dengan pemerintah semakin membaik dikarenakan para
pengkritik yang bermaksud merusak atau mengasut akan minggat (minggir) karena diancam
oleh Undang-Undang ITE sehingga saran dan masukkan yang berupa kritikan pun tanpil
semakin elegan, berkelas, dan bermutu tidak asal-asalan saja. Termasuk di akun Fecebook

Kominfo Kota Padangsidimpuan sebagai berikut :

" I I

Padangsidimpuan Diskominfo
AKUN RESMI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN

@ Padangsidimpuan Diskominfo & Batalkan Permintaan
Orang yang Mungkin Anda Kenal Postingan 25 Filter
A
Padangsicimpuan Diskeminfo
PR 19 November pukul 12.10 - @
KE! TIM PENGGERAK PKK KOTA PADANGSIDIMPUAN SAMBUT
;;;E,'-ﬂ KEDATANGAN TP. PKK KAB. BATUBARA DALAM RANGKA STUDI TIRU.
P Bertempat di Aula Utama Kantor Walikota Padangsidimpuan, Wakil

bai TN S S A
Andil Winata Tuictoning DLk Dadsnneidin B 1

O 33 1 Komentar

Walikota Ir. H. Arwin Slregar, MM dan Weakil ketua TP. PKK Kota

o Suka (D) Komentari ~> Bagikan

nar
® Soplan Subri

Suka - Balas < 6 hari

& s komentar., @ @ @ @
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F. Penutup

Kehadiran Undang-Undang ITE tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan
terhadap hubungan masyarakat Kota Padangsidimpuan dengan Pemerintah Kota
Padangsidimpuan. Sekalipun sebagian kecil masyarakat Kota Padangsidimpuan beranggapan
bahwa dengan kehadiran Undang-Undang ITE masyarakat Kota Padangsidimpuan khawatir
atau merasa takut untuk memberikan komentar melalui media sosial. Masyarakat Kota
Padangsidimpuan sangat sedikit yang mau memberikan komentar atau mengkritiki
pemerintahan, hal ini bukan semata-mata dikarenakan kehadiran Undang- Undang ITE akan
tetapi memang masyarakat merasa kurang enak untuk mengkritiki pemerintahan. Hal ini bisa
saja dikarenakan masyarakat awam tidak merasa berkompeten mengajari pihak pemerintahan
atau dikarenakan mayoritas masyarakat masih melek teknologi. Bahkan, kehadiran Undang-
Undang ITE di tengah-tengah masyarakat semakin menambah keakraban masyarakat dengan
pemerintah, termasuk di Kota Padangsidimpuan. Karena kehadiran Undang-Undang ITE ini
sekalipun dipersepsikan dapat membatasi kebebasan berpendapat, namun di sisi lain justru
Undang-Undang ITE ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan pemerintah
terbebas dari komentar-komentar yang tidak bertanggungjawab yang ingin merusak hubungan

pemerintah dan masyarakat.
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